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ABSTRAK

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang
pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan,
dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan
negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perlu ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan
dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 untuk badan
penyelenggaran pemilihan ad hoc.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bandung ini
adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang
Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5174); Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262 /PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI,
Anggota Polri dan Pensiunannya atas Penghasilan yang
Menjadi Beban APBN atau APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 46); Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 678); Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1191); Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 567); Peraturan Menteri Keuangan Nomor
89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah
Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 812); Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1727); Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 902); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



CATATAN

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15
Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor
88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 202 /KU.05-Kpt/02/KPU/XI/Tahun 2017;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-
Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan
Pemilihan Umum 2019 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu
Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1132/PP.02-Kpt/02/KPU/IX/
2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1312/HK.03.1-
Kpt/01/KPU/VII[/2019 tentang Standar dan Petunjuk
Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan
Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor
2/KU.03.2-Kpt/3204/Kab/1/2020 di atur tentang:

Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bandung Tahun 2020 untuk Badan Penyelenggara
Pemilihan Ad Hoc.

- Keputusan ini berlaku sejak 9 Januari 2020



